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Abstrak

Studi ini mengevaluasi pernyataan bahwa Regional Trade Agreement (RTA) mendorong 
konvergensi pendapatan. Dengan menggunakan data historis dan menerapkan algoritma 
fuzzy c-means clustering studi ini menguji konvergensi pendapatan Indonesia dan mitra RTA. 
Hasil studi menunjukkan bahwa dalam dua dasawarsa sejak tahun 1993, dengan adanya RTA, 
Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi pendapatan Indonesia tidak konvergen ke 
arah pendapatan negara maju. Perdagangan perlu dipakai sebagai sarana alih pengetahuan 
dan teknologi serta peningkatan “kapabilitas sosial” untuk mendukung percepatan pertumbuhan 
ekonomi.
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Abstract

This study evaluates the proposition that Regional Trading Agreements (RTA) endorses 
convergence of income. Using historical data and fuzzy c-means clustering algorithm, this 
study analyzes the convergence of Indonesia’s income and RTA partners. The results show that 
in two decades since 1993, with the presence of RTA, Indonesia has experienced  economic 
growth, yet Indonesia’s income did not converge towards the incomes of developed countries. 
Trade needs to be utilized as a mean to support knowledge and technology transfer and to 
increase “social capability” to enhance the acceleration of economic growth.
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PENDAHULUAN
Maraknya regionalisme di tahun 

90-an menarik perhatian akademisi 
dan para ilmuwan untuk meneliti peran 
perjanjian perdagang regional (Regional 
Trade Agreement - RTA) terhadap 
ekonomi. Perjanjian perdagangan 
regional diharapkan dapat memberikan 

dampak positif terutama terhadap 
negara anggota perjanjian tersebut. 
Perdagangan diharapkan menjadi salah 
satu penghubung terjadinya limpahan 
teknologi dari negara maju ke negara 
berkembang. Lalu, tingkat pendapatan 
negara maju dan negara berkembang 
dalam jangka panjang diprediksi 
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semakin konvergen (Charles, Darne, & 
Hoarau, 2012). 

Indonesia sebagai negara yang 
aktif dalam perdagangan dunia 
juga aktif dalam menjalin kerjasama 
perdagangan dan diikat dalam suatu 
perjanjian perdagangan. Secara formal 
ikatan perjanjian di tingkat ASEAN 
disepakati pada tanggal 1 Januari 1993 
dalam bentuk perjanjian perdagangan 
bebas ASEAN (ASEAN Free Trade 
Agreement - AFTA). Dalam kerangka 
ASEAN Indonesia telah memperluas 
kerjasamanya dalam bentuk perjanjian 
regional dengan China, Korea, Jepang, 
India, Australia, dan Selandia Baru. 
Selain dalam kerangka ASEAN Indonesia 
juga melakukan kerjasama perdagangan 
bilateral dengan Jepang dalam kerangka 
Indonesia Japan Economic Partnership 
Agreement (IJEPA).

Indonesia sebagai negara berkem-
bang tentunya dalam jangka panjang 
mengharapkan posisi perekonomiannya 
dapat sejajar dengan negara lain. Dilihat 
dari sisi sejarah sebelum krisis ekonomi 
Indonesia adalah salah satu kekuatan 
ekonomi regional ASEAN. Namun 
demikian, dampak krisis ekonomi 
yang terjadi menyebabkan posisi 
perekonomian Indonesia menurun. 
Upaya kerjasama perdagangan di tingkat 
regional dapat menjadi sarana untuk 
meningkatkan posisi perekonomian 
Indonesia. Dengan terbukanya 
perdagangan diharapkan dampak positif 
perdagangan yang berujung pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia dapat dicapai. Perekonomian 
Indonesia diharapkan konvergen dengan 
perekonomian negara yang lebih maju. 

Hal ini sejalan dengan model 
pertumbuhan neo-klasik yang 
memprediksi bahwa pendapatan per 
kapita/ output dari perekonomian akan 
konvergen pada level yang sama, 

tidak tergantung pada faktor capital 
endowment di awal periode. Artinya, 
suatu saat tingkat kemakmuran negara-
negara maju dan negara-negara 
berkembang akan bertemu pada 
tingkat yang sama. Disebutkan pula 
bahwa akan terjadi catching up effect, 
yaitu negara-negara berkembang akan 
mampu mengejar negara-negara maju 
(Romer, 2011). 

Selanjutnya, model pertumbuhan 
neo klasik mensyaratkan persamaan 
kondisi steady state antara dua ekonomi. 
Secara natural perekonomian yang lebih 
kecil stok kapitalnya akan tumbuh lebih 
cepat (Secara empiris hal ini dibuktikan 
dengan pertumbuhan ekonomi Jerman 
dan Jepang yang cepat setelah 
kekalahan mereka di perang dunia ke-2). 
Di lain pihak jika kondisi steady state-nya 
berbeda, yang disebabkan perbedaan 
rate of saving, maka konvergensi tidak 
dapat diharapkan.

Berlawanan dengan model 
pertumbuhan neo-klasik, model yang 
relatif lebih baru yaitu model pertumbuhan 
endogen memiliki feature yang berbeda 
dengan teori pertumbuhan neo-klasik 
(Romer, 2011). Pada model pertumbuhan 
yang baru ini dimungkinkan fungsi 
produksi tidak selalu konveks seperti 
asumsi pada model pertumbuhan 
neo-klasik.  Keseimbangan yang 
berbeda pada kondisi jangka panjang 
juga dimungkinkan. Pandangan 
baru teori pertumbuhan ini juga tidak 
menyimpulkan adanya konvergensi 
pada perekonomian.

Jika dikaitkan dengan perdagangan 
internasional, kebijakan perdagangan 
secara langsung berpengaruh pada 
arus barang dan jasa diantara negara-
negara yang melakukan perdagangan, 
dan kebijakan perdagangan bebas akan 
memicu konvergensi factor price antara 
negara tersebut. Walaupun demikian 
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konvergensi factor price tidak selalu 
berakibat konvergensi dalam pendapatan. 
Walaupun liberalisasi perdagangan dan 
konvergensi pendapatan sama-sama 
terjadi hal ini tidaklah selalu membuktikan 
adanya hubungan kausalitas diantara 
keduanya (Bajona & Kehoe, 2010).

Hubungan pendapatan dengan 
perdagangan dapat ditelusuri dari 
teori perdagangan Heckscher-Ohlin-
Samuelson tentang faktor proporsi 
dimana perbedaan rasio modal dan 
tenaga kerja akan meningkatkan 
perdagangan. Perkembangan berikutnya 
Krugman (1979) dan Helpman (1981), 
dengan new trade theory, menunjukkan 
bahwa semakin konvergen pendapatan 
akan meningkatkan perdagangan antar 
negara-negara tersebut.

Pendapatan perkapita suatu negara 
(pcgdp) terdistribusi ke dalam dua faktor 
produksi yaitu tenaga kerja dan modal 
(Slaughter, 1998).

pcgdp
Pendapatan Nasional

L= =

wL + rK
L L= w + r K

Dalam hal ini L adalah jumlah tenaga 
kerja, K adalah modal, w adalah upah, 
sedangkan r adalah bunga modal. 

Harga dari faktor-faktor produksi (w 
dan r) merupakan penentu pendapatan 
nasional disamping kuantitas produksi 
dan teknologi. Teori mengenai factor-
price-equalization (FPE) berimplikasi 
jika perdagangan bebas terjadi antara 
dua negara akan menuju keseimbangan 
maka bukan hanya akan terjadi 
persamaan harga barang-barang antara 
dua negara, namun akan menyebabkan 
persamaan dalam harga-harga faktor 
produksi (Slaughter, 1998).

Analog dengan teori FPE, Leamer 
& Levinsohn (1995) membuat teori 

factor-price-convergence (FPC). Teori 
ini menyatakan bahwa menurunnya 
hambatan perdagangan akan 
menyebabkan konvergensi harga-
harga faktor produksi. Liberalisasi 
perdagangan barang menyebabkan 
arus barang bergerak dengan mudah 
diantara negara yang terlibat dalam 
perdagangan, dan hal ini menyebabkan 
perbedaan antara harga-harga faktor 
produksi tereduksi.  

Pengaruh perdagangan pada 
pendapatan berdasarkan analisa 
Grossman & Helpman (1991)  bahwa 
barang yang diperdagangkan memiliki 
kandungan pengetahuan dan teknologi. 
Dengan perdagangan, kandungan 
pengetahuan dan teknologi ini di-
transfer antar negara. Hal lainnya dapat 
diterangkan dari adanya tekanan untuk 
meningkatkan kompetisi di pasar global. 
Dengan adanya tekanan kompetisi, 
perusahaan lokal harus meningkatkan 
produktifitasnya, yang pada akhirnya 
akan meningkatkan pendapatan tenaga 
kerja di industri lokal. 

Secara empiris, hasil penelitian 
Sabaruddin (2014) menunjukkan bahwa 
liberalisasi berpengaruh positif terhadap 
masyarakat Indonesia. Penurunan tarif 
mengakibatkan naiknya pengeluaran 
rumah tangga rakyat Indonesia 
dan memicu efek pengali terhadap 
pendapatan kelompok rumah tangga 
lainnya. Meskipun pada kenyataannya 
pengeluaran terbesar terdapat pada 
golongan masyarakat perkotaan.

Achsani & Siregar (2010) dengan 
menggunakan metode cluster fuzzy 
berkesimpulan bahwa negara-negara 
ASEAN+3 dapat dikelompokkan 
kedalam lima cluster dimana Singapura, 
Jepang, Korea dan RRT adalah sebagai 
pemimpin dalam hal ekonomi.  Analisis 
juga dilengkapi perbedaan kondisi 
pada saat sebelum krisis, pada saat 
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krisis, dan setelah krisis ekonomi 1997. 
Data yang diambil berdasarkan the 
Maastricht Treaty Criterion of the EU, 
yaitu rasio Hutang/GDP, rasio Budget 
Deficit/GDP, stabilitas nilai tukar, dan 
suku bunga.

Jayanthakumaran & Lee (2013) 
mencoba membuktikan adanya 
konvergensi pendapatan untuk dua 
wilayah yaitu wilayah Association of 
South East Asian Nations (ASEAN) 
dan wilayah South Asian Association 
of Regional Cooperation (SAARC). 
Hasilnya menunjukkan bahwa untuk 
wilayah ASEAN yang terdiri dari 
negara Singapura, Malaysia, Thailand 
dan Indonesia secara konsisten 
memperlihatkan terjadinya konvergensi 
baik dalam hal pertumbuhan pendapatan 
maupun level pendapatan. Diperlihatkan 
juga bahwa untuk data ASEAN terdapat 
structural break yang diakibatkan 
krisis minyak sekitar tahun 1982 dan 
krisis ekonomi Asia 1997. Khusus 
untuk Indonesia ternyata setelah krisis 
mengalami divergensi. 

Penelitian Li (2013) memperlihatkan 
bahwa konvergensi pendapatan wilayah 
ASEAN adalah lebih cepat dibanding 
wilayah Uni Eropa (EU) dan Perjanjian 
Perdagangan Bebas Amerika Utara 
(NAFTA) namun penelitian ini tidak 
membahas secara spesifik per negara 
ASEAN. Sementara itu, penelitian 
Jayanthakumaran & Lee (2013) belum 
meneliti konvergensi pendapatan 
Indonesia dengan mitra dagang 
Indonesia terutama di luar ASEAN, 
padahal terdapat beberapa negara 
di luar ASEAN yang menjadi mitra 
dagang utama Indonesia. Penelitian ini 
mencoba mengisi kekosongan tersebut 
dengan mengemukakan topik tentang 
konvergensi pendapatan untuk kasus 
Indonesia dengan mitra dagangnya 
(ASEAN+6) yaitu: Malaysia, Singapura, 

Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam, 
Myanmar, Kamboja, Laos, Jepang, RRT, 
India, Korea Selatan, Selandia Baru, 
dan Australia

Dari literatur empiris ditemukan pula 
beberapa definisi mengenai konvergensi, 
pemakaian beberapa alat statistik yang 
berbeda dan hasil penelitian yang berbeda-
beda. Perlu dibedakan penelitian yang 
menghubungkan liberalisasi perdagangan 
dan konvergensi pendapatan serta 
penelitian yang menghubungkan antara 
derajat keterbukaan perdagangan dan 
konvergensi pendapatan. Penelitian 
empiris juga menunjukkan bahwa 
negara-negara miskin tidak tumbuh lebih 
cepat dibandingkan dengan negara-
negara kaya. Hal tersebut memunculkan 
dugaan adanya perbedaan kondisi 
untuk beberapa negara sehingga timbul 
istilah konvergensi kondisional, dimana 
terjadi konvergensi untuk wilayah 
masing-masing (Schmitt & Starke, 
2011).

Studi ini menjawab pertanyaan 
apakah RTA mendorong konvergensi 
pendapatan untuk kasus Indonesia 
dengan mitra dagangnya (ASEAN+6).  
Fokus studi adalah pada konvergensi 
pendapatan Indonesia dengan mitra RTA-
nya dengan menggunakan metodologi 
analisis cluster fuzzy (Achsani & Siregar, 
2010; Boreiko, 2002; Stroomer & Giles, 
2003). Metode cluster fuzzy digunakan 
untuk mendapatkan manfaat pendekatan 
himpunan fuzzy dalam hal meng-kluster 
data, dimana himpunan fuzzy mampu 
mengklasifikasi data secara fleksibel 
(Stroomer & Giles, 2003).  

METODE 
Metode Analisis

Terdapat beberapa metode yang 
dapat digunakan untuk menguji 
terdapatnya konvergensi, seperti uji 
unit root dalam penelitian Bernard and 
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Durlauf (1996) atau metode cluster 
konvensional dalam penelitian Nahar and 
Inder (2002). Disamping metode-metode 
tersebut, pendekatan yang relatif baru  
adalah metode fuzzy clustering. Pada 
dasarnya metode ini meminimalkan 
varian atau ketidaksamaan dari anggota-
anggota cluster (Achsani & Siregar, 
2010). Jadi, sebenarnya metode ini 
adalah pengembangan metode cluster 
konvensional dengan fleksibilitas 
pengklasifikasian data (Stroomer & 
Giles, 2003).

 
Himpunan Fuzzy

Teori probabilitas pada kurun waktu 
abad ini memegang peranan penting 
untuk menjelaskan pengertian tentang 
ketidakpastian. Pada tahun 1965, Prof. 
Lotfi A. Zadeh dari Universitas California 
di Barkeley memperkenalkan konsep 
tentang himpunan fuzzy (fuzzy set = 
himpunan kabur) yang secara tidak 
langsung menyatakan bahwa selain 
pendekatan probabilitas, ketidakpastian 
dapat didekati dengan metode lain dalam 
hal ini konsep himpunan fuzzy (Wong 
& Lai, 2011). Teori himpunan fuzzy 
merupakan kerangka matematis yang 
digunakan untuk merepresentasikan 

ketidakpastian, ketidakjelasan, ketidak-
tepatan, kekurang informasian dan 
kebenaran parsial.

Himpunan fuzzy merupakan 
perluasan dari himpunan klasik (crisp). 
Pada himpunan klasik ada dua 
keanggotaan yaitu  μA(x) = 1 apabila 
x merupakan anggota A dan μA(x)=0 
apabila x bukan anggota A.

Berbeda dengan himpunan klasik 
himpunan fuzzy memperlakukan elemen 
dalam derajat keanggotaan. Sebagai 
contoh apakah harga beras Rp 10.000 
tergolong mahal atau sedang-sedang 
saja? Dalam konsep himpunan fuzzy dan 
dalam dunia nyata “kedua pernyataan 
tersebut benar” dan mungkin sebagai 
jawaban. 

Gambar 1 memperlihatkan repre-
sentasi harga beras dalam himpunan 
konvensional dan himpunan fuzzy. 
Dalam himpunan klasik harga beras 
Rp 10.001 akan diklasifikasikan sebagai 
mahal sedangkan harga Rp 9.999 di 
klasifikasikan sebagai sedang. Perubahan 
kecil dalam sistem dapat menyebabkan 
perbedaan reaksi yang berarti. Dalam 
himpunan fuzzy, perubahan kecil harga 
beras akan memberikan hasil perubahan 
yang tidak jelas pada kinerja sistem.

Gambar 1. Fungsi Keanggotaan Fuzzy
Sumber: Muslim  & Ekananda  (2007)
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Derajat Keanggotaan adalah 
kompatibilitas crisp dengan fungsi 
keanggotaan (dari 0 sampai 1). Label 
adalah nama yang digunakan untuk 
mengidentifikasi fungsi keanggotaan. 
Fungsi keanggotaan adalah definisi 
himpunan fuzzy dengan memetakan 
masukan crisp dari domainnya ke derajat 
keanggotaan. Masukan Crisp adalah 
masukan yang tegas dan tertentu.

Ada dua cara mendefinisikan 
keanggotaan himpunan fuzzy, yaitu 
secara numeris dan fungsional. 
Definisi numeris menyatakan fungsi 
derajat keanggotaan sebagai vektor 
jumlah yang tergantung pada tingkat 
diskretisasi. Misalnya, jumlah elemen 
diskret dalam semesta pembicaraan. 
Definisi fungsional menyatakan derajat 
keanggotaan sebagai batasan ekspresi 
analitis yang dapat dihitung. Standar 
atau ukuran tertentu pada fungsi 
keanggotaan secara umum berdasar 
atas semesta X bilangan real. Fungsi 
keanggotaan (membership-function) 
yang digunakan pada penelitian ini 
adalah fungsi keanggotaan generalized 
bell (gbelll membership function) dimana 
persamaan fungsi ini adalah :

b

a
cx

cbaxG 2

1

1),,;(
−

+

=

Gambar grafik fungsi 
keanggotaannya adalah :

Gambar 2.  Grafik Fungsi Keanggotaan Gbell
Keterangan : (a) merubah parameter a, (b) merubah parameter b, (c) merubah parameter c, 
 (d) merubah parameter b dan c
Sumber :  Tapia-Herrera et al., (2013)
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Fuzzy Clustering
Pada algoritma cluster fuzzy yang 

akan digunakan perlu digambarkan 
terlebih dahulu tentang konsep partisi 
sample data kepada beberapa cluster. 
Pada proses peng-cluster-an secara 
klasik, pembentukan partisi dilakukan 
sedemikian rupa sehingga setiap objek 
berada tepat pada satu partisi. Pada 
beberapa situasi, fuzzy clustering, 
lebih alami daripada clustering klasik 
sebab adakalanya kita tidak bisa 
mendefinisikan suatu nilai tepat di satu 
partisi karena sebenarnya mungkin 
terletak pada dua partisi. 

Pada logika fuzzy ada beberapa 
metode untuk melakukan clustering 
data, namun disini akan dibahas salah 
satunya yaitu fuzzy C-Means (FCM). 
FCM adalah metode pengklusteran 
data dimana keberadaan tiap data 
dalam cluster ditentukan oleh nilai 
keanggotaannya. Suatu algoritma 
dikatakan fuzzy clustering jika dan hanya 
jika algoritma tersebut menggunakan 
parameter strategi adaptif secara 
softcompetitive (non-crisp) (Izakian & 
Abraham, 2011).

Pada kondisi awal pusat cluster 
ditentukan lalu diperbaiki secara 
berulang sehingga pusat cluster akan 
bergerak menuju suatu lokasi yang tepat. 
Perulangan ini didasarkan minimisasi 
fungsi obyektif pada halaman berikut:

(1)
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Namun tidak ada penjelasan detil 
mengenai pemilihan bobot ”w” yang 
nilainya antara 1 sampai tak terhingga, 
dalam praktek biasanya dipilih w=2 
sedangkan dalam kasus crisp maka 
w=1. U adalah matrik random partisi 
fuzzy dari X (data yang akan di-cluster) 
menjadi c kelompok, sedangkan V 
adalah matrik pusat cluster.

(2)

(4)

(3)

(5)

(6)

Vi   adalah pusat clusternya.
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Nilai J terkecil adalah yang terbaik, 
sehingga :

);,(min);,( XVUJXVUJ w =∗∗∗

Teorema 1. 
Jika dik>0,     i,k; w>1, dan X setidaknya 

memiliki c elemen, maka (U,V)  dapat 
meminimisasi Jw hanya jika :

; 1≤i≤C;1≤k≤n. Dan

;1≤i≤C;1≤j≤m.
(7)

(8)

(9)

Secara umum algoritma FCM akan 
mengikuti tahapan berikut (Izakian & 
Abraham, 2011; Zimmermann, 2010) :

1. Tentukan :
i. Matriks X berukuran n x m, 

dengan n = jumlah data yang 
akan di-cluster; dengan m = 
jumlah variabel.

ii. Jumlah cluster yang akan 
dibentuk = C ≥2.

iii. Pangkat (pembobot) = w 
biasanya 2.

iv. Maksimum iterasi.
v. Kriteria penghentian = ξ  (nilai 

positif yang sangat kecil)
vi. Iterasi awal, t=1, dan Δ=1;

2. Bentuk matriks partisi awal, Uo , 
sebagai berikut:

Matriks partisi awal biasanya dipilih 
secara acak.

3. Hitung pusat cluster, V, untuk setiap 
cluster:

4. Perbaiki derajat keanggotaan setiap 
data pada setiap cluster (perbaiki 
matriks partisi), sebagai berikut:
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(10)

(11)

(12)

Dengan :

5. Tentukan kriteria berhenti, yaitu 
perubahan matriks partisi pada 
iterasi sekarang dengan iterasi 
sebelumnya, sebagai berikut:

1−−=∆ tt UU

Apabila Δ ≤ ξ , maka iterasi dihentikan, 
namun apabila Δ > ξ, naikkan iterasi ( t = 
t+1) dan kembali ke langkah 3.

Data
Data yang digunakan untuk kajian 

ini berasal dari International Financial 
Statistics (IFS) - IMF berupa data GDP 
per kapita, yang berdasarkan Purchasing 

Power Parity (PPP), untuk Indonesia 
dan negara mitra RTA yaitu: Malaysia, 
Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, 
Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, 
Jepang, RRT, India, Korea Selatan, 
Selandia Baru, dan Australia. Data yang 
digunakan adalah data tahunan dengan 
periode dari tahun 1990 sampai 2013.

HASIL  DAN PEMBAHASAN
Data GDP per kapita Indonesia 

dan mitra dagang terpilih di atas 
diolah dengan Matlab R2008e 
untuk mendapatkan pengelompokkan 
berdasarkan cluster fuzzy (Hasil 
pengolahan diperlihatkan pada Gambar 
3). Cluster pertama digambarkan dalam 
bentuk kurva berwarna merah mewakili 
cluster kelompok GDP per kapita rendah. 
Cluster kedua digambarkan dalam 
bentuk kurva berwarna biru mewakili 
cluster kelompok GDP per kapita 
sedang. Cluster ketiga digambarkan 
dalam bentuk kurva berwarna hijau 
mewakili cluster kelompok GDP per 
kapita tinggi.

Gambar 3. Fungsi Keanggotaan Fuzzy
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Nilai GDP per kapita 10.000 
digunakan sebagai contoh untuk 
membaca fungsi keanggotaan fuzzy dari 
Gambar 3. Apabila digunakan konsep 
himpunan konvensional (himpunan 
crisp) GDP per kapita 10.000 secara 
tegas merupakan bagian dari himpunan 
berpendapatan rendah, namun untuk 
himpunan fuzzy  GDP per kapita 10.000 
direpresentasikan ke dalam himpunan 
berpendapatan rendah, sedang, dan 
tinggi dengan derajat keanggotaan yang 
berbeda-beda. Dalam himpunan fuzzy 
GDP per kapita 10.000 direpresentasikan 
menjadi (0,91 ; 0,08 ; 0,01) artinya 
walaupun masih dominan di himpunan 
berpendapatan rendah, namun masih 

memiliki keanggotaan di himpunan 
lainnya. 

Cluster fuzzy yang dibuat pada proses 
sebelumnya digunakan untuk melihat 
perkembangan GDP per kapita masing-
masing negara seperti yang diperlihatkan 
pada Tabel 1 di bawah ini. Secara 
keseluruhan pengelompokan negara 
relatif tidak mengalami perubahan. Hanya 
Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura 
yang berubah pengelompokkannya 
menjadi lebih tinggi. Singapura berubah 
dari negara berpendapatan  sedang 
menjadi berpendapatan tinggi. Korea 
Selatan dan Malaysia berubah dari 
negara berpendapatan rendah menjadi 
berpendapatan sedang. 

Tabel 1.  Cluster Fuzzy Negara Mitra Dagang Indonesia di tahun 1993, 
 2003, dan 2013

Dengan argumentasi adanya 
konvergensi kondisional (Schmitt & 
Starke, 2011), dimana terjadi konvergensi 
untuk kondisi tertentu, kelompok negara 
berpendapatan rendah (kelompok I) 
yang merupakan hasil pengelompokkan 
di Gambar 3 dikelompokan lagi secara 
tersendiri. Dalam proses ini hanya 
negara Kamboja, RRT, India, Indonesia, 
Laos, Filipina, dan Vietnam yang diolah. 

Hasil pengolahan diperlihatkan pada 
Gambar 4 yaitu kurva fungsi keanggotaan 

fuzzy untuk negara berpendapatan 
rendah hasil pengelompokkan  di Gambar 
3. Cluster pertama digambarkan dalam 
bentuk kurva berwarna merah mewakili 
cluster kelompok GDP per kapita rendah. 
Cluster kedua digambarkan dalam 
bentuk kurva berwarna biru mewakili 
cluster kelompok GDP per kapita 
sedang. Cluster ketiga digambarkan 
dalam bentuk kurva berwarna hijau 
mewakili cluster kelompok GDP per 
kapita.
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Gambar 4. Fungsi Keanggotaan Fuzzy

Seperti pada proses sebelumnya 
setiap negara ditampilkan 
perkembangannya dalam bentuk 

keanggotaan fungsi himpunan seperti 
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bawah ini.

Tabel 2. Cluster Fuzzy Negara Mitra Dagang Indonesia di tahun 1993, 2003,  
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Seperti Indonesia, demikian 
pula dengan RRT, yang mengalami 

peningkatan kelas, yaitu dari kelas 
ekonomi I di tahun 1993 menjadi ekonomi 
III di tahun 2013. Artinya, kecepatan 
pertumbuhan kelas pendapatan di RRT 
lebih cepat dibandingkan Indonesia. 

Peningkatan kelas GDP per kapita 
Indonesia mengindikasikan bahwa 
telah terjadi pertumbuhan ekonomi, 
walaupun tidak terjadi konvergensi 
pendapatan Indonesia ke pendapatan 
negara mitra dagang.  Pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dibuktikan dengan 
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adanya peningkatan kelas ekonomi 
dari kelas ekonomi II di tahun 1993 
menjadi ekonomi III di tahun 2013 dalam 
kelompok negara Kamboja, RRT, India, 
Indonesia, Laos, Filipina, dan Vietnam 
seperti yang diolah pada Tabel 2. 
Walaupun sebelumnya telah dibuktikan 
bahwa dalam kelompok ASEAN+6, 
kelas ekonomi Indonesia tetap tidak 
berubah masih di kelas ekonomi I pada 
tahun 1993, 2003, sampai 2013 seperti 
yang diperlihatkan pada Tabel 1. Hal 
tersebut membuktikan tidak terjadi 
konvergensi pendapatan Indonesia ke 
pendapatan Negara-negara ASEAN+6. 
Hasil ini sejalan dengan penelitian 
Jayanthakumaran & Lee (2013) yang 
menyatakan bahwa khusus untuk 
kasus Indonesia ternyata setelah krisis 
Indonesia mengalami divergensi dengan 
ASEAN. 

Dalam penelitian ini diperlihatkan 
bahwa untuk data pendapatan per kapita 
(berdasarkan  PPP) Indonesia selama 
20 tahun (1993-2013) tidak konvergen 
dengan mitra dagang. Hasil lainnya 
memperlihatkan bahwa dalam dua 
dasawarsa setelah tahun 1993 Indonesia 
mengalami peningkatan kelas ekonomi 
atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang 
relatif lebih baik dibandingkan kelompok 
tertentu (Filipina, India, Vietnam, Laos, 
dan Kamboja). Secara keseluruhan 
hasil penelitian menunjukkan bahwa 
walaupun Indonesia tidak mencapai 
konvergensi dengan mitra dagang, 
yaitu: Malaysia, Singapura, Thailand, 
Filipina, Brunei, Vietnam, Myanmar, 
Kamboja, Laos, Jepang, RRT, India, 
Korea Selatan, Selandia Baru, dan 
Australia namun mampu mendapatkan 
manfaat pertumbuhan ekonomi.

Konvergensi pendapatan tentu 
diharapkan oleh negara-negara 
berkembang untuk mengejar persamaan 
pendapatan dengan negara maju. 

Apabila hal ini dapat tercapai secara tidak 
langsung kesejahteraan masyarakat di 
negara berkembang menyamai negara-
negara maju.

Teori ekonomi mengenai 
pertumbuhan yang diungkapkan oleh 
Solow mengenai teori pertumbuhan neo-
klasik memprediksi bahwa pendapatan 
per kapita/ output dari perekonomian 
akan konvergen, namun hal tersebut 
tidak selalu terealisasi pada dunia nyata. 
Walaupun, Jepang dan Jerman telah 
memperlihatkan kemampuan mereka 
mengejar ketertinggalan di bidang 
pembangunan dengan cepat, namun 
di belahan dunia lain banyak negara-
negara terbelakang yang sulit untuk 
mengejar ketertinggalannya dari negara 
maju.

Demikian juga dengan Indonesia 
yang memiliki sejarah panjang dalam hal 
usaha mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang diharapkan. Pada tahap awalnya 
Indonesia memiliki kesempatan menjadi 
salah satu macan Asia dikarenakan 
nilai pertumbuhan ekonomi yang cukup 
tinggi namun krisis Asia di tahun 1998 
telah mengakibatkan pertumbuhan ini 
terhambat dan perlu mengumpulkan 
energi kembali untuk bisa bangkit dari 
keterpurukan.

Salah satu upaya untuk 
mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
adalah keterlibatan Indonesia dalam 
perdagangan dunia. Dukungan 
terhadap keikutsertaan Indonesia dalam 
perdagangan dunia juga diwujudkan 
dengan menjadi anggota beberapa 
lembaga perdagangan tingkat dunia, 
multilateral, maupun bilateral serta 
menjadi bagian dari kerjasama dan 
kesepakatan ekonomi dan perdagangan 
global.

Terlepasnya Indonesia dari krisis 
ekonomi 1998 bukan berarti Indonesia 
telah terlepas dari kendala pertumbuhan 
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ekonomi. Dikarenakan telah tergabung 
dalam jaringan ekonomi global, 
bukan hanya kendala faktor internal 
namun kendala faktor eksternal juga 
punya pengaruh dalam menghambat 
pertumbuhan.

Saat ini Indonesia menghadapi 
beberapa kendala yang diakibatkan 
faktor eksternal.   Pertama, Perekonomian 
RRT yang memiliki kecenderungan 
melambat saat ini mengakibatkan 
permintaan domestik RRT berpengaruh 
terhadap ekspor negara mitra dagang 
RRT. RRT merupakan salah satu 
negara tujuan ekspor utama Indonesia, 
menurunnya permintaan RRT akan 
mengkoreksi peningkatan ekspor ke 
negara tersebut. Perekonomian di 
kawasan Eropa yang sampai saat ini 
belum pulih, isu quantitative easing 
USA, partisipasi Indonesia  yang rendah 
dalam Global Production Network, dan 
resiko kawasan (Thailand political risk) 
adalah beberapa isu eksternal yang saat 
ini merupakan kendala bagi pencapaian 
target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Disamping faktor eksternal Indonesia 
juga memiliki kendala di dalam negeri yang 
perlu diatasi. Beberapa kendala internal 
tersebut diantaranya: stabilitas dan 
volatilitas Rupiah, kapasitas dan fasilitas 
logistik, daya saing dan produktivitas 
masih rendah, fasilitas perdagangan 
masih kurang, biaya ekonomi tinggi, dan 
infrastruktur yang belum memadai (Bank 
Indonesia, 2014).

Hasil studi yang dilakukan oleh 
Sjoholm (1999) untuk data Indonesia 
menunjukkan bahwa faktor knowledge 
spillover untuk level regional Indonesia 
kurang mendukung pertumbuhan 
ekonomi. Teori pertumbuhan sendiri 
menekankan bahwa faktor knowledge 
spillover tersebut memiliki pengaruh 
penting terhadap pertumbuhan. 
Knowledge spillover adalah sarana untuk 

bisa mengejar ketertinggalan negara 
berkembang dari negara maju. Dengan 
knowledge spillover kemampuan 
teknologi dari negara maju akhirnya 
dapat dikuasai negara berkembang 
dan hal ini terjadi misalnya pada negara 
Jepang, Korea Selatan, serta RRT yang 
telah membuktikan kemampuannya 
menjadi negara maju.

Berkaca dari suksesnya negara 
Jepang, Korea Selatan, serta RRT 
dalam transformasi teknologi dan 
industri sebagai realisasi knowledge 
spillover perlu kebijakan yang mampu 
merealisasikan alih pengetahuan 
dan teknologi dari negara maju ke 
Indonesia. Dikaitkan dengan kerjasama 
perdagangan usaha alih teknologi ini 
perlu diupayakan sebagai hasil manfaat 
perdagangan. Perdagangan baik ekspor 
maupun impor merupakan bagian dari 
channel yang dilalui oleh terjadinya alih 
pengetahuan dan teknologi disamping 
FDI, patent, dan kedekatan geografis 
(Ang & Madsen, 2013).

Abramovitz (1986) menambahkan 
komponen lain dari potensi untuk 
melakukan catch-up terhadap negara 
maju yaitu komponen “kapabilitas 
sosial” yaitu ‘kompetensi teknis, 
dimana pendidikan, stabilitaas politik, 
perdagangan, industri, institusi, 
keuangan, dan lain sebagainya mungkin 
menjadi proxy’. Jika gap teknologi 
adalah faktor eksternal maka kapabilitas 
sosial adalah faktor internal. ‘potensial 
total’ ditentukan oleh kombinasi antara 
‘gap teknologi’ dan ‘kapabilitas sosial’. 
Dalam hal ini kualifikasi dari hipotesis 
catch-up adalah: ‘Potensi negara 
untuk tumbuh cepat adalah kuat, tidak 
ditentukan hanya oleh ketertinggalannya 
(ketertinggalan teknologi) tapi digabung 
dengan kemajuan sosial’.

Mengikuti pendapat (Abramovitz, 
1986), perdagangan adalah salah satu 
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bagian dalam penguatan komponen 
“kapabilitas sosial”. Artinya, untuk 
mencapai konvergensi pendapatan 
diperlukan komponen lainnya misalnya 
teknologi, pendidikan, industri, 
infrastruktur, institusi, keuangan, 
dan lain sebagainya. Dalam kasus 
Indonesia peningkatan volume dan nilai 
perdagangan serta keikutsertaan dalam 
kerjasama perdagangan global adalah 
salah satu unsur untuk melakukan 
catch-up terhadap negara maju. Untuk 
mencapai tujuan catch-up terhadap 
negara maju, komponen lainnya pun 
harus direalisasikan.

Krugman (1979) dan Helpman 
(1981) dalam the new trade theory 
justru menyatakan bahwa kesamaan 
pendapatan antar negara akan 
meningkatkan perdagangan antar 
negara-negara tersebut. Dalam 
pandangan teori ini perdagangan antar 
negara maju dengan negara maju atau 
negara berkembang dengan negara 
berkembang lebih dominan dilakukan. 
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
negara bekembang untuk bisa meng-
catch-up negara maju.

KESIMPULAN  DAN REKOMENDASI 
KEBIJAKAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa 
data pendapatan per kapita (yang 
berdasarkan  PPP) Indonesia selama 
20 tahun (1993-2013) tidak konvergen 
terhadap mitra dagang. Akan tetapi, 
selama 20 tahun (1993-2013) Indonesia 
telah mengalami peningkatan kelas 
GDP per kapita, yang mengindikasikan 
bahwa, walaupun tidak terjadi 
konvergensi, namun manfaat berupa 
pertumbuhan ekonomi masih diperoleh.

Untuk kasus Indonesia dengan 
mitra dagangnya (ASEAN+6) perjanjian 
perdagangan regional belum dapat 
mendorong konvergensi pendapatan. 

Selain itu, bukti empiris konvergensi 
menunjukkan bahwa pendapatan 
tidak dapat menjadi argumen dalam 
melakukan kerjasama regional di bidang 
perdagangan internasional. 

Perlu kebijakan yang mampu 
merealisasikan alih pengetahuan dan 
teknologi sebagai knowledge spillover 
dari negara maju ke Indonesia. Alih 
pengetahuan dan teknologi ini perlu 
diupayakan sebagai manfaat dari 
dilakukannya kerjasama perdagangan. 
Perdagangan dipakai sebagai channel 
untuk alih pengetahuan dan teknologi.

Perdagangan juga menjadi salah 
satu komponen dalam mendukung 
meningkatnya “kapabilitas sosial”  yaitu 
kompetensi teknis yang dimiliki negara 
untuk tumbuh dengan cepat dan kuat. 
Disamping perdagangan komponen 
lain yang mendukung meningkatnya 
“kapabilitas sosial” diantaranya: 
pendidikan, industri, infrastruktur, institusi, 
keuangan juga harus diperkuat.

Perdagangan perlu didukung 
perkembangannya dalam rangka mencapai 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
pendapatan masyarakat. Tujuan 
jangka panjang adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, yang 
berkaitan pula dengan menyetarakan 
pendapatan dengan pendapatan negara 
maju. Kerjasama perdagangan di tingkat 
regional merupakan salah satu komponen 
penyokong pencapaian tujuan ini. 

Dukungan terhadap keterlibatan 
Indonesia dalam kerjasama perdagangan 
global perlu ditingkatkan. Manfaat 
ekonomi yang ditunjukkan dengan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi 
adalah keuntungan yang bisa didapat 
setelah bergabung dalam kerjasama 
perdagangan internasional. Dukungan 
lebih lanjut perlu didapatkan agar 
manfaat ini tidak hanya dalam hal 
pertumbuhan ekonomi namun juga 
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